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TAHUN 2024 - 2026

CAMAT BANDARKEDUNGMULYO,

bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi
Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang, perlu disusun
Review Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bandarkedungmulyo;

bahwa Review Rencana Strategi Kecamatan Bandarkedungmulyo
Kabupaten Jombang Tahun 2024 - 2026 menyesuaikan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;

bahwa schubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b
konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Review Rencana
Strategis Kecamatan Bandarkedungmulye Kabupaten Jombang
tahun 2024 - 2026 dengan Keputusan Camat Bandarkedungmulyo.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4221);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
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Meratwean Pemerintaly Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan BEvaluast Pelakssnasan Reneana Pembangiman
iLembaran Negara, Republik Indonesia Tahua 2006 Nomor ©O6,
Tambahan Lambaran Zagara Republik Indonesia Nomaor 4663];

Peraluran Femenulah Normor 8 Tahun 2008 Terdang Tahapan, Tala
Cara Penyusunan, Pimgendahan dan Bvaluss Pelaksanasn Heonesna
MPembangunan Daerah |Lembaran Negara Republik Indeonesia Tahun
2008 Nomer 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 18171

Peratwran Pemcerintaly Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilazah Nasional |Lembaran Negara Republik Indonesia
Thaun 2008 Nemor 43, ‘l'ambahan Lembaran Negars Republik
Indonesia Nomor - 1725 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemeriniah Nomor 13 ‘sl 2071 [Lembmran Negara Republik
Indeonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indomesia Nutnor 6042);

Peratwean NMenteri Dedien Negeri Nomor 175 Tahun 2019 tentang
Laporan  dan Evalussi Penyelimgegarasn Pemermlsh o Daerah
iLembaran Negara, Republik Indeonesia Tahun 20019 Nomor 52,
Tambahan Lambaran Zagara Republik Indonesia Nomaor 63233,

Peratwean Menrteri Dalaun Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara  Pereneanaan,  Pengendaban dan Faslusst Pombangiman
Daerah, Tata Ceara Lvaluasi Roncangan Peratwean Daeraly Tentang
Rencans  Pembangunan  Jdangka  Panjang Daerah, dan Rencana
Fembanizuinan Jangloa Menengah Daeraly, Serta Tata Civa Perubahian
Rencansn Femmbangunsne Javngka  Pamgoug, Daeralt, Rencanw
Pembangunan Janglka Moncengah Dacrah, dan Rencana Kerja
Pemerintalt Dawrah;

Peratweany Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2000
leniang Polkok- Pokok Pengelolsan Keuangan Daaerah;

Peratwean Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah [KTRW] Kabupslin Jombeng:

Peraluran Naeralt Kabupalen Jomnbang Notoor 8 Tahun 2016 tentany

Organisasi Perangkat Dacrah Kabupaten Jombang iLembaran Dacrah
Katrupralere Jorabavg Talwn 2016 Nomaor 272-7 120 16);

Peratwran Bupari Jombang Nomeor 435 Tahun 20149 tentang 'ciubahan
Kedun Atas Peraluran Bupald Jorobaug Mo, 52 Tahun 2010 tentang,
Kedudulzan, Susunan Organisasi, Tugas Pokols dan Iungsi scrta Tata
Kerja Kecatnalan Kabupaten Jombang Taliwun 2018 [Letnbaran
Dacraly Kabupatcn Jombang Nomor 457D, Tambahan Berita Dacrah
Tahun 2019 Nomor 15/D);

Peratwran  Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 ‘Tenrang
Rencans Permbangunan Daerah Kabupolen Jowmnbang Tahun 2024-
2026,

Peranharan Bupali Jdombang Namor 47 Tahun 2022 1enlang Pedoman
Penvelenggaraan Sistem Alountabilitas Kinerja lnstans Pemcrintah
don Tvalusst Akuvdabilites Winega Tnslanst Pemenintale D
Lingkungan ’emerintah Kabupaten Jombang,



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

Review Rencana Strategis Kecamatan Bandarkedungmulyo Tahun
2024 - 2026,

Review Rencana Strategis Kecamatan Bandarkedungmulyo
Kabupaten Jombang Tahun 2024 - 2026 adalah dokumen
perencanaan periode 3 tahun yang akan menjadi pedoman dalam
menyusun Rencana Kerja Kecamatan Bandarkedungmulyo
Kabupaten Jombang setiap tahun selama periode Renstra berjalan;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila
ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jombang
Pada Tanggal 12 Januari 2024

YANTO, 8.80s., M.Si



BERITA ACARA
HASIL REVIU SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024-2026
KECAMATAN BANDARKEDUNGMULY(C KABUPATEN JOMBANG

Pada hari ini, Selasa tangqal delapan bulan Januari tahun 2024, kami Tim Penerapan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten
Jombang, telah melaksanakan Reviu Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Strateqis

(Renstra) Organisasi Perangkat Daerah, dengan rincian hasil sebagai berikut :
I. TUJUAN

a. Uraian Tujuan Sebelum Reviu

TUJUAN
1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi

b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Tujuan

Tidak terdapat perubahan tijuan, tujuan telah sesuai dengan Perubahan
Renstra 2024-2026 dan Perubahan RPD 2024-2026. Tujuan OPD menunjang
capaian sasaran.

Rekomendasi Tim Reviu tentang bujuan :

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi

<. Uraian Tujuan Sesudah Reviu

1. Meningkatnya Akuntabilias dan Kinerja Birokrasi



II. INDIKATOR TUJUAN

a. Uraian Indikator Tujuan, Formulasi Sebelum Reviu

FORMULASI INDIKATOR

Kinerja Birokrasi

Bandarkedungmulyo

Indeks Reformasi
Birokrasi (IRB) Kabupaten

TUIUAN INDIKATOR TUJUAN TUIUAN
. Indeks Reformasi Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
r:l?r:rg;ﬁittggadan Birokrasi (IRB) Kecamatan Bandarkedungmulyo
Kecamatan Tahun n

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Kabupaten tahun n

b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Indikator Tujuan dan Formulasi Tujuan

SEBELUM REVIU

NO TUJUAN

1. Meningkatnya

Akuntabilitas  Birokrasi (IRB) Birokrasi (IRE)

dan Kinerja Kecamatan Kecamatan

Birckrasi Bandarkedungmulyo Bandarkedungmulyo
Tahun n

INDIKATOR
TUJUAN

Indeks Reformasi

FORMULASI
INDIKATOR
TUJUAN

Indeks Reformasi

REKOMENDASI
TIM REVIU
NO TUJUAN
Tidak terdapat 1. Meningkatnya
perubahan Akuntabilitas
indikator tujuan, dan Kinerja
tujuan telah Birokrasi

sesuai dengan
Perubahan
Renstra 2024-
2026 dan

SESUDAH REVIU

INDIKATOR
TUJUAN

Indeks Reformasi
Birokrasi (IRB)
Kecamatan
Bandarkedungmulyo

FORMULASI
INDIKATOR
TUIUAN

Indeks Reformasi
Birokrasi (IRB)
Kecamatan
Bandarkedungmulyo

Tahun n




Indeks Reformasi
Birokrasi (IRB)
Kabupaten

Indeks Reformasi
Birokrasi (IRB)
Kabupaten tahun n

Perubahan RPD
2024-2026.
Indikator tujuan
QOPD menunjang
capaian indikator
sasaran (IKD)

Indeks Reformasi
Birokrasi (IRB)
Kabupaten

Indeks Reformasi
Birokrasi (IRB)
Kabupaten tahun n




I11.SASARAN
a. Uraian Sasaran Sebelum Reviu

SASARAN

1. Meningkatya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Sasaran

Tidak terdapat perubahan sasaran, sasaran telah sesuai dengan Perubahan
Renstra 2024-2026 dan Perubahan RPD 2024-2026.

Rekomendasi Tim Reviu tentang sasaran !

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan

2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

1. Uraian Sasaran Sesudah Reviu

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

IV. INDIKATOR SASARAN

a. Uraian Indikator Sasaran, Fermulasi Sebelum reviu

FORMULASI INDIKATOR
SASARAN

Meningkatnya Hilai Evaluasi AKIP Hilai Evaluasi AKIP Kec.
Akuntabilitas dan | Kec. Bandarkedungmulyo | Bandarkedungmulyo tahun n
Kinerja Kecamatan

SASARAN INDIKATOR SASARAN

Meningkatnya Indeks Kualitas Indeks Kualitas Pelayanan Publik
Kualitas Layanan Pelayanan Publik (IKPP} | {IKPP) Kecamatan
Publik Kecamatan Bandarkedungmulyo tahun n

Bandarkedungmulyo




b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Indikator Sasaran

SEBELUM REVIU

SESUDAH REVIU

FORMULASI | REKOMENDASI FORMULASI
NO  SASARAN Igf;ﬁl?f INDIKATOR | TIMREVIU |[No  SASARAN “;:;i‘;m“ INDIKATOR
SASARAN SASARAN
1. Meningkatnya Nilai Evaluasi Nilai Evaluasi Tidak ada 1. Meningkatnya Nilai Evaluasi AKIP | Nilai Evaluasi AKIP
Akuntabilitas dan | AKIP Kec. AKIP Kec. perubahan Akuntabilitas dan | Kec. Kec.
Kinerja Bandarkedungmul | Bandarkedungmul | indikator Kinerja Bandarkedungmul | Bandarkedungmulyo
Kecamatan YO yo tahun n sasaran, Kecamatan YO tahun n
sasaran telah
: : - sesLai dengan -
2. Meningkatnya Indeks Kualitas Indeks Kualitas Perubahan 2. Meningkatnya Indeks Kualitas Indeks Kualitas

Kualitas Layanan
Publik

Pelayanan Publik

Yo

{IKPP) Kecarnatan
Bandarkedungmul

Pelayanan Publik
(IKPP) Kecamatan
Bandarkedungmul
yo tahun n

Renstra tahun
2024-2026 dan
Perubahan RPD
Tahun 2024-
2026

Kualitas Layanan
Publik

Pelayanan Publik
{IKPP) Kecaratan
Bandarkedungmul

Yo

Pelayanan Publik
(IKPP) Kecamatan
Bandarkedungmulyo
tahunn




V. PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM
a. Uraian Pragram Sebelum Reviu
SASARAN STRATEGIS PROGRAM
Meningkatnya Akuntahilitas dan | program penunjang urusan pemerintahan
Kinerja Kecamatan daerah Kabupaten/Kota
Men!ngkatnya Kualitas Layanan Program penyelenggaraan urusan
Puhblik pemerintahan umum
Program penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan publik
Program pemberdayaan masyarakat desa
dan kelurahan
Program pembinaan dan pengawasan
pemerintahan desa
Program koordinasi ketentraman dan
ketertiban umumn
b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Program
SEBELUM REVIU SESUDAH REVIU
SASARAN NO SASARAN
NO — PROGRAM STRATEGIS PROGRAM
1. Meningkatnya Program penunjang 1. Meningkatnya Program
Akuntabilitas dan  urusan Akuntabilitas dan penunjang
Kinerja pemerintahan S Kinerja urusan
Kecamatan daerah TKIM ——" Kecamatan pemerintahan
Kabupaten/Kota claerah
Kabupaten/Kota
2.  Meningkatnya Program 2. Meningkatnya Program
Kualitas Layanan penyelenggaraan Kualitas Layanan penyelenggaraan
Publik urusan Publik urusan
pemenntzhan pemerintahan
umum umum




Tidak ada
perubahan
program,
progiam telah
ST
dengan
Perubahan
Renstra tahun
2024-20G26
dan
Ferubahan
RPD Tahun
2024-2026
serta sesual
dengan
Kepmendagri
Nomor
&00.1.15.5-
L1317 Tahun
2023 tentang
Perubahan
gtas
Kepmendaqgri
Nomor 950-
5889 Tahun
2021 tentang
Hasil
verifikasi,
Validasi, dan
Irventarisasi,
Pemutakhiran
Klasifikasi,
Kadefikasi
dan
Momenklatur
Perencanaan
Pembangunan
dan
Kguangan
Daerah

Pragram
penyelenggaraan
pemerntahan dan
pelayanan publik

Program
pemberdayaan
masyarakat desa
dan kelurahan

Program
pembinaan dan
pengawasan
pemerintBhan desa

Program
penyelenggaraan
pemerintahan
dan pelayanan
publik

Program
pemberdayaan
masyarakat desa
dan kelurahan

Program
pembinaan dan
pengawasan
pemerintahan
desa



Pragram koordinasi
ketentraman dan
ketertiban umum

Program
kaardinasi
ketentraman dan
ketertiban umum

VL. INDIKATOR PROGRAM

a. Uraian Indikator Program dan formulasi Sebelum Reviu

PROGRAM

Program penunjang
urusan pemerintahan

INDIKATOR
PROGRAM

Persentase rata-rata
capaian kinerja aparatur

FORMULASI INDIKATOR
PROGRAM

Jumlah capaian kinerja
seluruh PNS Kec.

daerah Kabupaten/Kota Bandarkedungmulyo
-x100%
jumlah pegawai PNS Kec.
Bandarkedungmulyo
Progranm Persentase PHEN/PHBA
penyelenggaraan dan monev sosial Jumlah pelaksanaan
urusan pemerintahan budaya yang kegiatan PHBN/PHBA dan
umum dilaksanakan Manev sosial budaya
x100%
Jumlah kegiatan
PHBN/PHBA dan moneyv
sosial budaya yang
direncanakan
Persentase rekomendasi | Jumlah rekomendasi
Forkopimcam yang Forkopimcam yang
ditindaklanjuti ditindaklanjuti
%100%
Jumlah rekomendasi hasil
koordinasi Forkopimcam
Program Nilai PATEN Kecamatan | Nilai PATEN Kecamatan
penyelenggaraan tahun n

pemerintahan dan
pelayanan publik

Program
pemberdayaan
masyarakat desa dan
kelurahan

Program pembinaan
dan pengawasan
pemerintahan desa

Persentase Desa yang
perencanaan
pembangunan dan
lembaga pemberdayaan
masyarakat yang aktif

Persentase Laporan
Realisasi APBDesa tepat
wakhbu

Jumlah Desa yang
perencanaan
pembangunan dan
lembaga pemberdayaan

masyarakat yang aktif
2 x100%

Jumlah Desa

Jumlah laporan realisasi
APBDesa tepat wakbu
x100%

Jumlah Desa




Praogram koordinasi
ketentraman dan
ketertiban umum

Persentase laporan
kasus pelanggaran
PerdafPerkada dan
Trantibum yang
ditindaklanjuti Instansi
terkait

JUII”nIBh [aporan kasus
pelanggaran
Perda?Perkada dan
Trantbum yan%
ditindaklanjuti PD /
Instansi terkait

x100%

Jumlah laporan kasus
pelanggaran
Perda/Perkada dan
Trantibum yang
dikoordinasikan ke
PD{Instansi terkait




b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Indikator Program dan Formulasi Program

SEBELUM REVIU

SESUDAH REVIU

I FORMULASI REKOMENDASI INDIKATOR FORMULASI
NO PROGRAM PROGRAM INDIKATOR TIM REVIU PROGRAM PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM PROGRAM
1. | Program Persentase rata-rata | Jurmlah capaian Tidak ada 1. Program Persentase rata-  Jumlah capaian
penunjang tapaian kinerja kinerja seluruh PNS | perybahan penunjang urusan | rata capaian kinerja seluruh PNS
urusan aparatur Kec. indikator pemerintahan kinerja aparatur Kec.
pemerintahan Bandarkedungmulyo program, daerah Bandarkbdungmul'yo
daerah A x100% | indikator sudah Kabupaten/Kota R x100%
Kabupaten/Kota jumlah pegawai PNS | sesuai dengan jumlah pegawai PNS
Kec. Perubahan Kec.
Bandarkedungmulyo | Renstra Tahun Bandarkedungmulyo
2024-2026 dan
Perubahan RPD
2. | Program Persentase Jumilah pelaksanaan 2. Program Persentase Jumlah pelaksanaan
penyelenggaraan | PHEN/PHBA dan kegialanp%HBNf’PHBA Tz'gggn il . penyelenggaraan PHBN/PHBA dan kegiatarEPHBN JPHBA
urusan monev sosial budaya gag money sosial dengan‘r’em estial urusan monev sosial gag monev sosial
; : udaya . udaya
Ljpﬁqrﬂ{:mtahan yang dilaksanakan | TTEIT % 100% Kepmendagri E?nn:'i:mwhan g:::::;‘:akang EEE——— x100Y%
Jumlah kegiatan Nomgr Jumlah kegiatan
PHBN/PHEA dan 900.1.15.5- 1317 PHBN/PHBA dan
money sosial budaya | Tahun 2023 monev sosial budaya
yang direncanakan tentany yang direncanakan
Perubahan atas
Persentase Jumlah rekomendasi Eiﬁ]n;?%dsaoqgssg Persentase Jumlah rekomendasi
rekomendasi Forkopimcam vang | o © o0 rekomendasi Forkopimcam yang
Forkopimcam yang dltlndaklan]utl tentang Hasil Forkoplmcam yang dlhndaklan]utl
ditindaklanjud | - x100%, verifikasi, Validasi, diindaklanjuti - x100%

dan Inventarisasi,




Jumlah rekomendasi
hasil kaordinasi

Forkopimcam
Program Nilai PATEN Nilai PATEN
penyelenggaraan | Kecamatan Kecamatan tahun n
pemerintahan

dan pelayanan
publik

Program
pemberdayaan
masyarakat desa
dan kelurahan

Persentase Desa
yang perencanaan
pembangunan dan
lembaga
pemberdayaan
masyarakat yang
aktif

Jumilah Desa yang
perencanaan
pembangunan dan
lembaga
pemberdayaan
masyarakat yang
aktif

------------- -x100%

Jumlah Desa

Jumiah laporan

Program Persentase Laporan e
pen?binaan dan | Realisasi APBDesa {Sﬁﬁﬁ;ﬁ&wﬁsa
pengawasan tepat waktu | e -%100%
pemerintahan Jumlah Desa

desa

Program Persentase laporan | eam a1 I?g%agran
ko()rdi[]BSi kaSuS pelanggalﬂn Perdafpxgrka a dan

ketentraman dan
ketertiban umum

Perda/Perkada dan
Trantibum yang
ditindaklanjuti
Instansi terkait

Trantibum yan%
ditindaklanjuti PD /
Instznsi terkait
------------- -x100%
Jumlah laporan
kasus pelanggaran

Perda/Perkada dan

Pemutakhiran
Klasifikasi,
Kodefikasi dan
MNomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Caerah

Jumlah rekomendasi
hasil koordlinasi

Forkopimcam
3. Program Nilai PATEN Nilai PATEN
penyelenggaraan | Kecamatan Kecamatan thun n
pemerintahan dan
pelayanan publik
4. Program Persentase Desa Jumlah Desa yang
pemberdayaan yang perencanaan  Perencdnaan
masyarakat desa | pembangunan dan  Pembangunan dan
dan kelurahan lembaga lemnbaga
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat yang masyarakat yang
-------------- x100%
Jumlah Desa
Jumlah Taporan
- Pr‘ogrgm Persentase . realisasi APBDesa
pembinaan dan Laporan Realisasi tepat waktu
pengawasan APBDesa tepat --memmmmeee- x100%
pemerinahan desa | waktu Jumlah Desa
6. Pragram koordinasi | Persentase ﬂ;;ﬂfh;?apgagran
ketentraman dan | laporan kasus Perda/Perkada dan
ketertiban umum | pelanggaran Trantibum yan%
Perda,Perkada diindaklanjuti PD /
d it Instansi terkait
an Trantibum  ~_____________. w1 00%,
¥ang o Jumlah laporan
ditindaklanjuti kasus pelanggaran

Instansi terkait

Perda/Perkada dan




Trantibum yang Trantibum yang
dikoordinasikan ke dikoordinasikan ke
PD{Instansi terkait PD/Instansi terkait




VII.

KEGIATAN
a. Uraian Kegiatan Sebelum Reviu

PROGRAM

Program penunjang urLisan
pemerintahan daerah
Kabupaten/Kota

KEGIATAN

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah
penunjang urusan pemerintah Daerah

Penyediaan jasa penunjang urusan
pemerintahan daerah

Program penyelenggaraan urusan
pemerintahan umum

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Program penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan
publik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja
perangkat daerah yang ada di kecamatan

Program pemberdayaan
masyarakat desa dan kelurahan

Program pembinaan dan
pengawasan pemerintahan desa

Program koordinasi ketentraman
dan ketertiban umum

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

Koordinasi Penerapan dan Penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah




b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Kegiatan

SEBELUM REVIU

SESUDAH REVIU

ND REKOMENDASI ND
PROGRAM KEGIATAN TIM REVIU PROGRAM KEGIATAN
1. Program penunjang | Perencanaan, 1. Program Perencanaan,
urusan Penganggaran penunjang Penganggaran
pemerintahan dan Evaluasi urusan dan Evaluasi
daerah Kinerja Perangkat pemerintahan Kinerja
Kabupaten/Kota Daerah daerah Perangkat
Kabupaten/Kota Daerah
Administrasi Administragsi
Keuangan Keuangan
Perangkat Daerah Perangkat
Daerah
Administrasi Adninistrasi
Kepegawaian Kepegawaian
Perangkat Daerah Perangkat
Daerah
Administrasi Administrasi
Umum Perangkat Umum
Daerah Perangkat
Daerah
Pengadaan Pengadaan
Barang Milik Barang Milik
Daerah penunjang Daerah
urusan penunjang
pemerintah urusan
Daerah pemerintah

Daerah




Penyediaan jasa
penunjang urusan
pemerintahan
daerah

Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan

Penyediaan jasa
penunjang
urusan
pemerintahan
daerah

Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Pragram
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
umum

Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
Umum sesuai
Penugasan
Kepala Daerah

Pemerintahan
Daerah

Pragram Penyelenggaraan

penyelenggaraan Urusan

urusan Pemerintahan

pemerintahan Umum sesuai

umum Penugasan Kepala
Daerah

Program Penyelenggaraan

penyelenggaraan Urusan

pemerintBhan dan | Pemerintahan

pelayanan publik vang Tidak
dilaksanakan oleh
Unit Kerja
Perangkat Daerah
yang ada di

Kecamatan

Program
penyelenggaraan
pemerintahan
dan pelayanan
publik

Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
yvang Tidak
dilaksanakan
oleh Unit Kerja
Perangkat
Daerah yang ada
di Kecamatan




4 Program Koordinasi
pemberdayaan Kegiatan
masyarakat desa Pemberdayaan
dan kelurahan Desa

5. Program Fasilitasi,
pembinaan dan Rekomendasi dan
pengawasan Koordinasi
pemerintahan desa | Pembinaan dan

Pengawasan

Pemerintahan
Desa

Pragram Koordinasi
pemberdayaan Kegiatan
masyarakat desa  Pemberdayaan
dan kelurahan Desa
Progranm Fasilitasi,
pemhinaan dan  Rekomendasi
pengawasan dan Koordinasi
pemerintahan Pemhbinaan dan
desa Pengawasan
Pemerintahan
Desa




6. Program koordinasi | Koordinasi Tidak ada g. Program Koordinasi
ketentraman dan Penerapan dan perubahan koordinasi Penerapan dan
ketertiban umum | Penegakan kagiatan, ketentraman dan  Penegakan

Peraturan Daerah | kegiatan telah ketertiban umum  Peraturan

dan Peraturan sesudl dengan Daerah dan

Perubahan
Kepala Daerah Risrites i Peraturan Kepala

2024-2006 Daerah
dan
Perubahan
RFD Tahun
2024-20268
serta sesuai
dengan
Kepmendagri
Nomor
90G.1.15.5-
1317 Tahun
2023 tentang
Perubahan
atas
Kepmendaqri
Nomor G50-
5889 Tahun
2021 tentang
Hasil
Yerifikasi,
Yalidasi, dan
Inventarisasi,
Pemutakhiran
Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan




dan Keuangan
Dazrah




VIII. INDIKATOR KEGIATAN

a. Uraian Indikator Kegiatan dan Formulasi Sebelum Reviu

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

FORMULAST INDIKATOR KEGIATAN

Perencanaan, Penganggaran
dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Persentase dokumen perencanaan,
penganggaran dan evaluasi kinerja PD
yang tersusun sesuai aturan

Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran
dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai
aturan

-x100"%
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran
dan evaluasi kingrja PD yang ditargetkan

Administrasi Keuangan
Perarngkat Daerah

Persentase Pencairan gaji dan tunjangan
ASN tepat waktu

Pencairan gaiji dan tunjangan ASN tepat waktu
x100%
Pencairan gaji dan tunjangan ASN yang
ditargetkan

Persentase laporan keuangan yang
tersusun sesuai aturan

Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai

aturan
x100%
Jumlah Laparan keuangan yang ditargetkan

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Persentase pemenuhan administrasi
kepegawaian PD Kecamatan
Bandarkedungmulyo

Jumiah pemenuhan administrasi kepegawaian
x100%
Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian
yang ditargetkan

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Persentase pemenuhan pelayanan
administrasi perkantoran

Jumlah pemenuhan pelayanan adninistrasi
perkantoran
x100%




Pengadaan barang milik Daerah

penunjang urusan pemetintah
Daerah

Penyediaan jasa penunjang
urusan pemerintahan daerah

Persentase realisasi pengadaan sarana
dan prasarana aparatur

Persentase pemenuhan jasa penunjang
urusan pemerintah daerah

Pelayanan administrasi perkantoran yang
ditargetkan

Jumlah realisasi Pengadaan sarana dan
prasarana

x100%
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang
ditargetkan

Jumlah permenuhan jasa penunjang urusan
permetintah daerah

w®100%
Jumiah pemenuhan jasa penunjang urusan
penmerintah daerah yang ditargetkan

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daérah

Persentase Barang Milik Daerah dalam
kondisi baik

Jumlah Barang Milik Daerah dalan kondisi baik
x100%

Jumlah barang milik daerah yang dipelihara

Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum sesuai
Penugasan Kepala Daerah

Jumlah Laporan kegiatan PHBN/PHBA
dan money sosial budaya yang
dilaksanakan

Jumlah Laporan kegiatan PHBN/PHBA dan
money sosial budaya tahun n

Jumilah Rekomendasi Hasil Koordinasi
Forkgpim¢am

Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi
Forkopimcam tahun n

Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang Tidak
dilaksanakan oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan

Persentase pelayanan terpadu {(PATEN)
yang sesuai stancdar

Jumlah pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai
standar

-—--X100%
Jumlah pelayanan terpadu (PATEN}




b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Indikator Kegiatan dan Formulasi Indikator Kegiatan

Koordinasi Kegiatan

Pemberdayaan Desa

Fasilitasi, Rekomendasi dan
Koordinasi Pembinaan dan

Jumiah Desa yang menyusun RKPDes

Jumlah Lembaga/Badan Usaha
Pemberdayaan Masyarakat Desa yang

clibina

Pengawasan Pemerintahan Desa

Jumlah Desa yang melaporkan realisasi
APBDes dengan lengkap

Jumlah Desa yang menyusun RKPDes tahun n

Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina
Bhun n

Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes
dengan lengkap tahun n

Koordinasi Penerapan dan
Penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah

Persentase laporan koordinasi penerapan
dan penegakan peraturan daerah dan
peraturan kepala daerah yang

dikoordinasikan dengan instansi terkait

Jumlah laporan koordinasi penerapan dan
penegakan peraturan daerah dan peraturan
kepala daerah yang dikocordinasikan dengan PD
{ instansi terkait

»100%

Jumlah laporan koordinasi penerapan dan

penegakan peraturan daerah dan peraturan

kepala daerah

SEBELUM REVIU

SESUDAH REVIU

NO FORMULASI REKQMENDASI | FORMULASI
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR TIM REVIU KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR
KEGIATAN KEGIATAN
1 | Perencanaan, Persentase Jumlah 1. | Perencanaan, Percentase Jumlah
Penganggaran dokumen dokumen Penganggaran dakumen dakumen
dan Evaluasi perencanaan, perencanaan, dan Evaluasi perencanaan, perencanaan,
Kinerja penganggaran dan | penganggaran Kinerja penganggaran dan__ | penganggaran




Perangkat
Daerah

evaluasi kinerja PD
yang tersusun
sesuai aturan

dan evaluasi
kinerja PD yang
tersusun sesuai
aturan
----------- %100%
Jumlah
dokumen
perencanaan,
penganggaran
dan evaluasi
kinerja PD yang
ditargetkan

Administrasi
Keuangan
Perangkat
Daerah

Persentase
Pencairan gaji dan
tunjangan ASN
tepat waktu

Pencairan gaji
dan tunjangan
ASN tepat
wakhu

Pencairan gaji
dan tunjangan
ASN yang
ditargetkan

Perangkat
Daerah

evaluasi kinerja PD
yang tersusun
$esuai aturan

dan eyaluasi
kinerja PD yang
tersusun sesuai
aturan

perencanaaln,
penganggaran
dan evaluasi
kinerja PD yang
ditargetkan

Persentase laporan
keuangan yang
tersusun sesuai
aturan

Jumlah laporan
keuangan yang
tersusun sesuai
aturan

---------- 10040
Jumlah Laporan
keuangan yang
ditargetkan

Administrasi
Keuangan
Perangkat
Daerah

Percentase
Pencairan gaji dan
tunjangan ASHN
tepat waktu

Pencairan gaiji
dan lunjangan
ASN tepat
waktu

x100%
Pencairan gaji
dan tunjangan
ASN yang
ditargetkan

Persentase laporan
keuangan yang
tersusun sesuai
aturan

Jumiah laporan
keuangan yang
tersusun sesuai
aturan

x100%

Jumlah Laporan
keuangan yang
ditargetkan




Administrasi Persentase Jumlah
Kepegawaian pemenuhan pemenuhan
Perangkat administrasi administrasi
Daerah kepegawaian PD kepegawaian
Kecaman | ---------- x100%
Bandarkedungmulyo | Jumlah
pemenuhan
administrasi
kepegawaian
yang
ditargetkan
Administrasi Persentase Jumlah
Umum pemenuhan pemenuhan
Perangkat pelayanan pelayanan
Daerah administrasi administrasi
perkantaran perkantaran
----------- x100
Pelayanan
administrasi
perkantoran
yang
ditargetkan
Pengadaan Persentase realisasi | Jumlah realisasi
barang milik pengadaan sarana | pengadaan
Daerah dan prasarana sarana dan
penunjang aparatur prasarana
urwsan [ | e x100%
pemerintah Jumlah
Daerah pengadaan
sarana dan

Administrasi Persentase Jumlah
Kepegawaian pemenuhan pemenuhan
Perangkat administrasi administrasi
Daerah kepegawaian PD kepegawaian
Kecamakn | ---------- x100%
Bandarkedungmulyo | Jumlah
pemenuhan
administrasi
kepegawaian
yang
ditargetkan
Administrasi Persentase Jumlah
Umum pemenuhan pemenuhan
Perangkat pelayanan pelayanan
Daerah administrasi administrasi
perkantoran perkantoran
----------- x100%
Pelayanan
administrasi
perkantoran
yang
ditargetkan
Pengadaan Persentase realisasi | Jumlah realisasi
barang milik pengadaan sarana | pengadaan
Daerah dan prasarana sarana dan
penunjang aparatur prasarana
0 T o N x100%
pemerintah Jumiah
Daerah pengadaan

sarana dan




prasarana yang

Penyediaan jasa
penunjang
urusan
pemerintahan
daerah

Persentase
pemenuhan
penunjang urusan
pemerintah daerah

prasarana yang
ditargetkan
Jumlah
pemenuhan
jasa penunjang
urusan
pemerintah
daerah

x100%

Jumlah
pemenuhan
jasd penunjang
urusan

ditargetkan
Penyediaan jasa | Persentase Jumlah
penunjang pemenuhan pemenuhan
urusan penunjang urusan jasa penunjang
pemerintahan pemerintah daerah | urusan
daerah pemerintah
daerah
---------- % 100%
Jumlah
pemenuhan
jasa penunjang
urusan
pemerintah
daerah vang
ditargetkan
Pemeliharaan Persentase Barang | Jumlah Barang
Barang Milik Milik Daerah dalam | Milik Daerah
Daerah kondisi baik dalam kondisi
Penunjang baik
Urusan [ | e x100%
Pemerintahan Jumlah barang
Daerah milik daerah
yang dipelihara
Penyelenggaraan | Jymlah Laporan Jumlah Laparan
Urusan Kegiatan kegiatan
Pemerintahan PHBN/PHBA dan PHBN/PHBA
Umum sesuai monev sosial dan money

pemerintah
daerah yang
ditargetkan

Pemeliharaan Percentase Barang | Jumlah Barang

Barang Milik Milik Daerah dalam | Milik Daerah

Daerah kondisi baik dalam kondisi

Penunjang baik

Urusgn (| e

Pemerintahan x100%

Daerah Jumlah barang
milik daerah
vang dipelihara

peny"elenggalﬁﬁn Jumlah Laporan Jumilah Lap0ran

Urusan Kegiatan kegiatan

Pemerintahan PHBN/PHBA dan PHBN/PHBA

Umum sesuai mohev sosial dan monev




Penugasan budaya yang sosial budaya
Kepala Daerah dilaksanakan tahun n
Jumlah Jumlah
Rekomendasi Hasil | Rekomendasi
Koordinasi Hasil Koordinasi
Forkopircam Forkopircam
tahun n
Penyelenggaraan | Persentase Jumlah
Urusan pelayanan terpadu | pelayanan
Pemerintahan (PATEN) yang terpadul
vang Tidak sesLai standar (PATEN) yang
dilaksanakan sesuai standar
gleh UnitKerja | | == x100%
Perangkat Jumlah
Daerah yang ada pelayanan
di Kecamatan terpadu
(PATEN)
Koordinasi Jumlah Desa yang | Jumlah Desa
Kegiatan menyusun RKPDes | yang menyusun
Pemberdayaan RKPDes tahun n

Desa

Penugasan budaya yang sosial budaya
Kepala Daerah dilaksanakan tahun n
Jumlah Jumlah
Rekomendasi Hasil | Rekomendasi
Koordinasi Hasil Koordinasi
Forkopimcam Forkopimcam
tahun n
Penyelenggaraan | Persentase Jumlah
Urusan pelayanan terpadu | pelayanan
Pemerintahan (PATEN) yang terpadu
vang Tidak sesuai standar (PATEN) yang
dilaksanakan sesuai standar
glehUnitKerja | | mmemeeeeee- -
Perangkat ¥100%
Daerah yang ada Jumlah
di Kecamatan pelayanan
terpadu
(PATEN)
Koordinasi Jumlah Desa yang | Jumlah Desa
Kegiatan menyusun RKPDes | yang menyusun
Pemberdayaan RKPDes tahun n
Desa




Jumiah
Lembaga/Badan
Usaha dan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
vang dibina

Jumlah
Lembaga/Badan
Usaha dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa yang
dibina tahun n

Jumilah
Lembaga/Badan
Usaha dan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
yang dibina

Jumilah
Lembaga/Badan
Usaha dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa yang
dibina tahun n

o

Fasiliasi,
Rekomendasi
dan Koordinasi
Pembinaan dan
Pengawasan
Pemerintahan
Desa

Jumlah Desa yang
melaporkan realisasi
APBDesa dengan
lengkap

Jumiah Desa
yang
melaporkan
realisasi
APBDesa
dengan lengkap
tahun n

Fasiliasi,
Rekomendasi
dan Koordinasi
Pembinaan dan
Pengawasan
Pemerintahan
Desa

Jumlah Desa vang
nielaporkan realisasi
APEDesa dengan
lengkap

Jumlah Desa
yang
melaporkan
realisasi
APEDesa
dengan lengkap
tahun n




11

Koordinasi
Penerapan dan
Penegakan
Peraturan
Daerah dan
Peraturan Kepala
Daerah

Persentase laporan
koordinasi
penerapan dan
penegakan
peraturan daerah
dan peraturan
kepala daerah yang
dikoordinasikan
dengan instansi
terkait

Jumlah laporan
koordingsi
penerapan dan
penegakan
peraturan
daerah dan
peraturan
kepala daerah
yang
dikoordinasikan
dengan PD /
instansi terkait
----------- %100%
Jumlah laporan
koordinasi
penerapan dan
penegakan
peraturan
daerah dan
peraturan
kepala daerah

Tidak ada
parubahan
Indikator
kegiatan,
indikataor
kegiatan telah
S2sual
dengan
Parubahan
Renstra tahun
2024-2026
dan
Perubahan
RPD Tahun
2024-2026
gerta sesuai
dengan
Kepmendagri
Nomaor
900.1.15.5-
13217 Tahun
2023 tentang
Perubahan
atas
Kepmendaari
Memor 050-
C88S Tahun
2021 tentang
Hasil
Verifikasi,
Validasi, dan
Inventarisasi,
Pemutakhiran
Klasifikasi,
Kedefikasi
dan

11

Koordinasi
Penerapan dan
Penegakan
Peraturan
Daerah dan
Peraturan Kepala
Daerah

Persentase laporan
koordinasi
penerapan dan
penegakan
peraturan daerah
dan peraturan
kepala daerah yang
dikoordinasikan
dengan instansi
terkait

Jumlah laporan
koordinasi
penerapan dan
penegakan
peraturan
daerah dan
peraturan
kepala daerah
yang
dikoordinasikan
dengan PD /
instansi terkait

Jumlah laporan
koordinasi
penerapan dan
penegakan
peraturan
daerah dan
peraturan
kepala daerah




Nemenklatur
Parencanaan
Pembangunan
dan
Keuangan
Daerah
IX. INDIKATOR SUB KEGIATAN
a. Uraian Indikator Sub Kegiatan Sebelum Reviu
SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN
Penyusunan Dokunien Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar [ Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASH Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Koardinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laparan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laparan
Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun SKPD
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujianfverifikasi keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi
SKPD Keuangan SKPD
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan | Jumlah Paket Kompoenen Instalasi Listrik/Penerangan
Kantor Bangunan Kantor yang Disediakan




Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang
disediakan

Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan

Penyediaan barang ¢etakan dan penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang
Disediakan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penvelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan

Jumlah Laporan Penvelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang Disediakan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah Laparan Penyediaan Jasa Kamunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik yang Disediakan

Penyediaan Jasa Pelayanan Urmnum Kantor

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan
perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantar atau
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang
dipelihara/direhabilitasi

Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan
Kesatuan Bangsa

Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Fimpinan di
Kecamatan

Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada
masyarakat di wilayah kecamatan

Jumlah Laparan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa

Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam
forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa




Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di
wilayah kecamatan

Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset
clesa

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan
Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan
Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat
Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan
Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian
Megara Republik Indonesia




bh. Rekomendasi Tim Reviu tentang Indikator dan Farmulasi Sub Kegiatan

SEBELUM REVIU

REKQMENDASI

SESUDAH REVIU

NO FORMULASI INDIKATOR NO FORMULASI INDIKATOR
SUR KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN TIM REVIU SUB KEGIATAN INDIKATOR SUR KEGIATAN SUB KEGIATAN
1 | Penyusunan Jumlah dokumen Jumlah dokumen 1 | Penyusunan Jumilah dokumen Jumlah dokumen
Dokumen perencanaan perencanaan Dokumen perencanaan perencanaan
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang
Perangkat Daerah tersusun Bhun n Perangkat Daerah tersusun tahun n
2 | Koordinasi dan | Jumlah Laporan Jumiah Laporan 2 | Koordinasi dan Jumilah Laporan Jumlah Laporan
Penyusunan Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan
Laporan  Capaian | Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi Lapwran  Capaian  Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi
Kinerja dan Ikhtisar | Kinerja SKPD dan Kinerja SKPD dan Kinerja dan Ikhtisar  Kinerja SKPD dan Kinerja SKPD dan
Realisasi  Kinerja | Laporan Hasil Laporan Hasil Realisasi  Kinerja Laporan Hasil Laporan Hasil
SKPD Koordinasi Penyusunan | Koordinasi Penyusunan SKPD Koordinasi Penyusunan | Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Laporan Capaian Laporan Capaian Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD | Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD | Realisasi Kinerja SKPD
yang tersusun tahun n yang tersusun tahun n
3 | Penyediaan  Gaji | Jumlah Orang yang Jumlah Orang yang 3 | Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Jumlah Orang yang
dan Tunjangan | Menerima Gaji dan Menerima Gaji dan dan Tunjangan Menerima Gaji dan Menerima Gaji dan
ASN Tunjangan ASN Tunjangan ASN Bhun ASN Tunjangan ASN Tunjangan ASN tahun
n n
4 | Keardinasi dan | Jumlah Laparan Jumlah Laporan 4 | Koordinasi dan Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyusunan Keuangan Akhir Tahun | Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Keuangan Akhir Tahun | Keuangan Akhir Tahun
Laporan Keuangan | SKPD dan Laporan SKPD dan Laporan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan SKPD dan Laporan
Akhir Tahun SKPD | Hasil Koordinasi Hasil Koordinasi Akhir Tahun SKPD  Hasil Koordinasi Hasil Koordinasi

PenyuLsunan Laporan
Keuangan £khir Tahun
SKPD

Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun

Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Penyusunan Laporan
Keuangan 2khir Tahun




SKPD yang tersusun
tahunn

SKPD yang tersusun
tahun n

5 | Pelaksanaan Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen 5 | Pelaksanaan Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Penatausahaan Penatausahaan dan Penatausahaan dan Penatalsahaan Penatausahaan dan Penatausahaan dan
dan Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi dan Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi
Pengujian/verifikasi | Keuangan SKPD Keuangan SKPD tahun Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD Keuangan SKPD tahun
keuangan SKPD n keuangan SKPD n

& | Pengadaan pakaian | Jumlah Paket Pakaian | Jumlah Paket Pakaian & | Pengadaan pakaian Jumlah Paket Pakaian | Jumlah Paket Pakaian
dinas beserta | Dinas Beserta Atribut Dinas Beserta Atribut dinas beserta Dinas Beserta Atribut Dinas Beserta Atribut
atribut Kelengkapan Kelengkapan Bhun n atribut Kelengkapan Kelengkapan tahun n
kelengkapannya kelengkapannya

7 | Penyediaan Jumlah Paket Jumlah Paket 7 | Penyediaan Jumlah Paket Jumlah Paket
Komponen Komponen Instalasi Komponen Instalasi Komponen Komponen Instalasi Komponen Instalasi
Instalasi Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Instalasi Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan
Listrik/Penerangan | Banqunan Kantor yang | Bangunan Kantor yang Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yvang | Bangunan Kantor yang
Bangunan Kantor | Disediakan Disediakan tahun n Bangunan Kantor  Disediakan Disediakan tahun n

g | Penyediaan Jumlah Paket Peralatan | Jumlah Paket Peralatan g | Penyediaan Jumlah Paket Peralatan | Jumlah Paket Peralatan
Peralatan dan | dan Pedengkapan dan Perlengkapan Peralatan dan dan Perlengkapan dan Perengkapan
Perlengkapan Kantor Kantor Perlengkapan Kantor Kantor
Kantor yang Disediakan vang Disediakan tahun Kantor yang Disediakan yang Disediakan Bhun

n h

g | Penyediaan Bahan | Jumlah Paket Bahan Jumlah Paket Bahan g | Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Jumlah Paket Bahan

Logistik Kantor Logistik Kantor yang Logistik Kantor yang Logistik Kantor Logistik Kantor yang Logistik Kantor yang
Disediakan Disediakan tshun n Disediakan Disediakan tahun n

10 | Penyediaan barang | Jumlah Paket Barang Jumlah Paket Barang 10 | Penyediaan barang  Jumlah Paket Barang Jumlah Paket Barang
¢etakan dan Cetakan dan Cetakan dan cetakan dan Cetakan dan Cetakan dan
penggandaan Penggandaan yang Penggandaan yang penggandaan Penggandaan yang Penggandaan yang

Disediakan Disediakan tahun n Disediakan Disediakan tahun n

11 | Penyediaan bahan | Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen 11 | Penyediaan bahan  Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
bacaan dan Bahan Bacaan dan Bahan Bacaan dan bacaan dan Bahan Bacaan dan Eahan Bacaan dan
peraburan Peraturan Peraturan peraturan Peraturan Peraturan
perundang- Perundang-Undangan perundang- Perundang-Undangan
undangan yang Disediakan undangan yang Disediakan




Perundang-LUndangan
yang Disediakan tahun
n

12

Penyelenggaraan
rapat  koordinasi
dan konsultasi skpd

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD tahun
n

Perundang-Undangan
yang Disediakan tahun
n

12

Penyelenggaraan
rapat  koordinasi
dan konsultasi skpd

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD EBhun
n

13 | Pengadaan Sarana | Jumlah Unit Sarana Jumlah Unit Sarana
dan Prasarana | dan Prasarana Gedung | dan Prasarana Gedung
Gedung Kantor | Kantor atau Bangunan | Kantor atau Bangunan
atau Bangunan | Lainnya yang Lainnya yang
Lainnya Disediakan Disediakan tahun n

14 | Penyediaan  jasa | Jumlah Laporan Jumlah Laporan
komunikasi, Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
sumber daya air | Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber
dan listrik Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik

yang Disediakan yang Disediakan tahun
n

15 | Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Pelayanan Umum | Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Kantor Pelayanan Umum Pelayanan Umuny

Kantor yang Disediakan | Kantar yang Disediakan
tahunn

16 | Penyediaan  jasa | Jumlah Kendaraan Jumlah Kendaraan

pemeliharaan,
biaya
pemeliharaan,
pajak dan perizinan
kendaraan  dinas
gperasional  atau
lapangan

Dinas Operasicnal atau
Lapangan yang
Dipelihara dan
Dibayarkan Pajak

dan Perizinannya

Dinas Operasional atau
Lapangan yang
Dipelihara dan
Dibayarkan Pajak

dan Perizinannya
tahunn

13

14

Pengadaan Sarana
dan Prasarana

Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Penyediaan  jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik

Jumlah Unit Sarana
dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya yang
Disediakan

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
yang Disedliakan

Jumlah Unit Sarana
dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya yang
Disediakan tahun n
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listik
yang Disediakan hun
n

15

16

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umuni
Kantor

Penyediaan  jasa
pemeliharaan,
biaya
pemeliharaan,
pajak dan penzinan
kendaraan  dinas
operasignal  atau
lapangan

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Unmum
Kantor yang Disediakan

Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan yang
Dipelihara dan
Dibayarkan Pajak

dan Perizinannya

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
tahun n

Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan yang
Dipelihara dan
Dibayarkan Pajak

dan Perizinannya
tahun n




17

Pemeliharaan/
Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana
Gedung Kantar
atau Bangunan
Lainnya

Jumlah Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

Jumlah Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
tahun n

18

Pemeliharaan/
Rehabilitasi
Gedung Kantor
dan Bangunan
Lainnya

Jumlah Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya

yang
Dipelihara/Direhabilitasi

Jumlah gedung kantor
dan bangunan lainnya
yang
dipelihara/direhabilitasi
tahun n

17

Pemeliharaan/
Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana

Jumlah Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan

Jumlah Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan

19

Pembinaan
Persatuan dan
Kesatuan Bangsa

Jumlah Orang yang
Mengikuli Pembinaan
Persatuan dan
Kesabuan Bangsa

Jumiah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Persatuan dan
Kesatuan Bangsa tahun
n

Gedung Kantor Lainnya yang Lainnya yang
atau Bangunan Dipelihara/Direhabilitasi | Dipelihara/Direhabilitasi
Lainnya tahun n

18 | Pemeliharaan/ Jumilah Gedung Kantar | Jumlah gedung kantor
Rehabilitasi dan Bangunan Lainnya | dan bangunan lainnya

Gedung Kantor
dan Bangunan
Lainnya

yang
Dipelihara/ Direhabilitasi

yang
dipelihara/direhabilitasi
tahun n

20

21

Pelaksanaan Tugas
Forum Koordinasi
Pimpinan di
Kecamatan
Peningkatan
Efektifitas
Pelaksanaan
Pelayanan kepada
Masyarakat di
Wilayah
Kecamatan

Jumlah Dokumen
Tugas Forum
Koordinasi Pimpinan di
Kecamatan

Jumlah Laporan
Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan
kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan

Jumiah Dokumen
Tugas Forum
Koordinasi Pimpinan di
Kecamatan tahun n
Jumlah Laporan
Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan
kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
tahunn

19

Pembinaan
Persatuan dan
Kesatuan Bangsa

Jumilah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Persatuan dan
Kesatuan Bangsa

Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Persatuan dan
Kesatuan Bangsa tahun
n

20

21

Pelaksanaan Tugas
Forun
Pimpinan di
Kecamatan
Peningkatan
Efektifitas
Pelaksanaan
Pelayanan kepada
Masyarakat di
Wilayah
Kecamatan

Jumlah Dokumen

Koordinasi Tugas Forum

Koordinasi Pimpinan di
Kecamatan

Jumlah Laporan
Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan
kepada Masyarakat i
Wilayah Kecamatan

Jumlah Dokumen
Tugas Forum
Koordinasi Pimpinan di
Kecamatan tahun n
Jumlah Laporan
Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan
kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
tahun n




22

23

Peningkatan
Efektifitas Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat di
Wilayah
Kecamatan

Peningkatan
partisipasi
niasyarakat dalam
forum musyawarah

Jumlah Laporan
Peningkatan Efektifitas

Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan

Jumlah lembaga
kemasyarakatan yang
berpartisipasi dalam
forum nmusyawarah

Jumlah Laporan
Peningkatan Efektifias
Keqgiatan
Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan tahun n

Jumlah lembaga
kemasyarakatan yang
berpartisipasi dalam
forum musyawarah

perencanaan
pembangunan di perencanaan perencanaan
desa pembangunan di Desa | pembangunan di Desa
tahun n
24 | Fasilitasi Jumlah Dokunen yang | Jumliah Dokumen yang
Perngelolaan difasilitasi dalam difasilitasi dalam

Keuangan Desa
dan
Pendayagunaan
Aset Desa

rangka Pengelolaan
Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa

rangka Pengelolaan
Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa tahun n

22 | Peningkatan Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Efektifitas Kegiatan Peningkatan Efektifitas | Peningkatan Efektifitas
Pemberdayaan Kegiatan Kegiatan
Masyarakat i Pemberdayaan Pemberdayaan
Wilayah Masyarakat di Wilayah | Masyarakat di Wilayah
Kecamatan Kecamatan Kecamatan Bhun n

23 | Peningkatan Jumlah lembaga Jumlah lembaga
partisipasi kemasyarakatan yang | kemasyarakatan yvang
masyarakat dalam  perpartisipasi dalam berpartisipasi clalam
forum musyawarah g, musyawarah forum musyawarah
perencanaan
pembangunan di perencanaan perenganaan
desa pembangunan di Desa | pembangunan di Desa

@hun n

24 | Fasiliasi Jumlah Dokumen yang | Jumlah Dokunien yang
Pengelalaan difasilitasi dalam difasilitasi dalam
Keuangan  Desa rangka Pengelolaan rangka Pengelalaan
dan Keuangan Desa dan Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Pendayagunaan Aset Pendayagunaan Aset
Aset Desa Desa Desa @hun n




25

KoordinasifSinergi
Dengan Perangkat
Daerah yang
Tugas dan
Fungsinya di
Bidang Penegakan
Peraturan
Perundang-
Undangan
danfatau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Jumlah Laporan
Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di
Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Jumiah Laporan
Koordinasi/ Sinergi
dengan Perangkat
Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di
Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepaolisian Negara
Republik Indonesia
tahunn

Tidak ada
parubahan
Sub kegiatan
dan
indikatomya,
Sul Kegiatan
dan
indikatomya
telah sesuai
dengan
Perubbahan
Renstia tahun
2029-2026
dan
Perubahan
RPD Tahun
2024-2026
serta sesuai
dengan
Kepmendagri
Nomor
200.1.15.5-
1317 Tahun
2023 tentang
Perubahan
atas
Kepmendagri
MNomor 050-
5882 Tahun
2021 tentang
Hasil
verifikasi,
Validasi, dan
Inventarisasi,
Pemutakhiran
Klasifikasi,

25

Koordinasi/Sinergi
Dengan Perangkat

Daerah yang
Tugas dan
Fungsinya di

Bidang Penegakan

Peraturan
Perundang-
Undangan
dan/atau

Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Jumiah Laporan
Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di
Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Jumlah Laporan
Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di
Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Bhun n




Kodefikasi
dan
rMomenklatur
Perencanaan
Pembangunan
dan

Keuangan
Daerah

Demikian Hasil Reviu Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Strategis (Renstra) oleh Tim Penerapan SAKIP Kecamatan
Bandarkedungmulya Kabupaten Jombang, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kepubusan atau kebijakan selanjutnya.

Komentar Pejabat:
Berdasarkan hasil reviu dari Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintgh Kecamatan Bandarkedungmulyo akan dilaksanakan
réviu erhadap tujuan, sasaran, pragram, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bandarkedungmulyo. Reviu didasarkan
pada:
1. Perubahan RPD Kab. Jombang Tahun 2024-2026 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bandarkedungmulyo Tahun 2024-2026 yang disesuaikan
dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Namor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklabtur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan harus sesuai dengan Perbup No. 45 Tahun 2019 tentang Perubahan
kedua atas Perbup No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta
Tata Kerja Kecamatan.
3. Penetapan Indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan harus mampu menunjang kinerja atasan secara linear dari staf-

eselon III (button up).




4. Penetapan indikator tujuan dan sasaran OPD harus selaras dan menunjang tercapainya tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Jombang
5. Penetapan Indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan harus orientasi hasil (outcome)
6. Penetapan Indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan harus memenuhi kriteria SMART







